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SALINAN PUTUSAN
Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang

diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama lIslam, pendidikan SMU, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sekuta Gg.
VII, No. 303, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan
Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jalan Amarta Blok
R, No 1, RT 3 RW 11, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Tampan, Kotamadya Pekanbaru, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik

Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 23

Nopember 2016 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan
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Agama Denpasar Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.Dps., tanggal 23 Nopember

2016 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1997 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan,
Kotamadya Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No
196/07/X/97 tertanggal 9 Oktober 1997;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swt;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri di Pekanbaru dan sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

e Alm. Maurelia, perempuan lahir pada 10 mei 1999
o Siti Tasya Faulia Asis, perempuan, lahir pada 19 September 2000;
Sekarang anak yang kedua berada dalam asuhan penggugat.

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2007, setelah tergugat
menyatakan untuk pindah ke kota Batam pertengahan tahun 2008 untuk
membuat usaha baru karena usaha yang sebelumnya dijalankan sudah
diambang kehancuran, demi keluarga saya mengizinkan beliau untuk hijrah
dan saya juga awalnya tidak pernah terfikir beliau akan melangkah sejauh
itu di karenakan beliau bila dalam keadaan bekerja selalu bersungguh-
sungguh dan saya tidak pernah melarang beliau untuk mempunyai mimpi
usaha yang bisa membahagiakan keluarga dan beliau juga sangat pintar
meyakinkan istri bahwa situasi beliau di lain kota itu aman dan
terkendali,dalam tahun pertama semua kelihatan bagus beliau, kedua rajin
pulang setiap bulannya setelah tahun kedua beliau sudah mulai beralasan
dan tahun ketiga sudah lebih banyak alasan dan saya masih bersabar

karena saya tidak pernah mau punya pikiran yang buruk saya masih
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berfikir mungkin karena kesibukannya merintis usaha dan seterusnya
sampai bulan ke 8 dikarenakan akan masuk hari raya beliau tidak bisa
pulang tapi meminta kita untuk mendatangi beliau di kota tersebut, kita pun
mendatanginya untuk berhari raya dan disana saya mulai curiga dengan
kehidupan yang beliau jalankan sepertinya tidak sesuai dengan ucapannya
selama di telp, beliau banyak berbohong dan bila diminta kewajibannya
untuk menafkahi kebutuhan anak selalu banyak alasan dengan
usahanya,padahal kalau saya lihat kenyataan usaha sangat bagus dan
beliau selalu menyangkal dan saya mulai tidak sabar dengan beliau,
disanalah kita mulai terjadi keributan kecil sampai besar dan saya
memutuskan untuk kembali ke kampung dan beliau juga sudah jarang
menelpon hanya seperlunya saja sampai akhirnya saya banyak dapat
berita simpang siur,saya tidak tinggal diam saya berangkat kesana dan
selidiki kebenaran berita itu ternyata benar,beliau belajar bermain dengan
kehidupan malam dan kita ribut besar di tempat umum itu dan lucunya
malah mengancam saya untuk menceraikan saya,saya tidak gentar dan
saya kembali ke kampung tapi orang tua saya yang tinggal satu satunya
melarang saya untuk bercerai dan saya menyetujuinya karena hidup
orangtua saya kondisi kesehatannya tidak bagus, setelah 3 bulan dari
kejadian itu orang tua saya menghembuskan nafasnya yang terakhir dan
saya merasa sendiri dan ingin memberitahu beliau tentang orangtua saya
dengan harapan dia akan pulang ternyata no telp beliau sudah tidak akiif,
sejak itu saya sudah tidak hiraukan beliau lagi dan saya membereskan
pemakaman orangtua saya dan merencanakan untuk pindah ke kota yang
jauh dengan keyakinan saya harus bisa melupakan dan membesarkan
anak yang ada dengan saya, sampai akhirnya saya memilh Bali untuk
kami hidup,dari mulai berjualan es buah di pinggir jalan selama 3 th
bangkrut dan kerja di restaurant sampai kerja di perusahaan Diving, semua
saya syukuri..

(harus ditulis secara rinci dan jelas)

e Tidak jujur dengan keuangan.

¢ Selalu mengelak bila di minta untuk menafkahi anak
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e Sudah melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah
e Terbuai dengan surga dunia
e Selalu mengelak bila dihadapkan dengan kenyataan yang benar

5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan July tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat dimana
Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kerumah
orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan
sampai saat ini Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan
tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya di
seluruh wilayah republik Indonesia;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
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hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (Daeng M Asis bin Tadaga)
Terhadap Penggugat ( Ade Agustinawati Bin H. B.Agustam A.S)

3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor
Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan
meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional
Denpasar tanggal 05 Desember 2016 dan 06 Januari 2017 yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu
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perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap
perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi
dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi
tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka
upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang
tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat
yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak
dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor 1471096708750021 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar
tanggal 29-09-2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh
Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
196/07/X/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru tanggal 09 Oktober 1997,
selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian
ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
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Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

|. Siti Tuti Budhiarti binti H.B Agustam AS, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pakuan Hill Raya
nomor 39 Kelurahan Genteng Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, yang
secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;

b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak dimana anak
pertama sudah almarhum.

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis yang disebabkan Tergugat sudah ada yang lain dan Penggugat
berusaha sendiri tanpa nafkah dari Tergugat;

d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah
lagi sejak tahun 2010 an dan sejak saat itu tidak pernah ada hubungan
lagi;

e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun
tidak berhasil;

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang
terbaik;

Il. Siti Lena Magdalena SH binti H B Agustam AS, umur 56 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Wadia Graha |
Blok A Nomor 15 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru,
yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;

b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak tapi anak
pertamanya sudah meninggal;

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

harmonis dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak
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tahun 2010;

d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah
sejak 2006;

e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun
tidak berhasil;

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang
terbaik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para
saksi tersebut di atas, dan mengoreksi bahwa Penggugat dan Tergugat terlah
berpisah dan tidak ada komunikasi lagi sejah tahun 2011;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat,
ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon
perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera
dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk
hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio
Gram RRI Regional Denpasar tanggal 05 Desember 2016 dan tanggal 06
Januari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Bahwa Tergugat
dan Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama lebih kurang sepuluh

tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim
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kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik
Indonesia, Berhubung Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana
selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul
Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi artinya :

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak
mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan
gugurlah haknya’;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal
2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016
tanggal 3 Maret 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula
dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan
hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat
bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,
terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk
mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula

mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti
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pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah

berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan

pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut

Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang
menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Bahwa Tergugat selalu mengelak bila diminta untuk menafkahi anak.

b. Bahwa Tergugat melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan
ayah.

c. Bahwa Tergugat sudah kurang lebih enam tahun berpisah dengan
Penggugat, akan tetap Tergugat tidak ada upaya untuk menghubungi
Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya,
sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi diri dan anaknya.

d. Bahwa selama ini (selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat)
Penggugat tidak ada upaya untuk mencari Tergugat dan membujuk Tergugat
untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan
saksi keluarga yang masing-masing bernama Siti Tuti Budhiarti binti HB
Agustam As dan Siti Lena Magdalena SH binti HB Agustam As yang telah
memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah
sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan
menguatkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka
keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi

rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa sudah tidak ada keharmonisan yang berkepanjangan dalm rumah
tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih enam tahun.

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
Dan memohon kepada majlis hakim untuk menceraikannya dengan
Tergughat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tidah ada
komunikasi sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan
Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
sampai pada puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah tangganya
dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak
yang sudah berpisah rumah sejak kurang lebih enam tahun yang lalu, dimana
seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam
satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari
sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela
hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu
kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis
Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak
tercapai sebagaimana yang dihadrapkan dalam pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah
SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih

dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi
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orang yang berfikir”,

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan
norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik
untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan
dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat karena telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud
pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya’ yang
merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah
diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi
Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk
dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam
kitab Ghoyatul Marom yang artinya :

”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka
disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat yang telah berlangsung sekitar 10 tahun karena sikap dan tindakan
Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah
dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan

kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan
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Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa
ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa
sehingga tujuan perkawinan sebagaiman maksud Alquran Surat Al Rum ayat
21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci
Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri
muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan
mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan
(maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama

daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fighi yang berbunyi :

35 Nodluwd 2330 gl 2l Yasods
Menimbang bahwa terdapat dalil fighi (yang selanjutnya diambil alih
sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:
- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

oSl Las g0 5208 339508 J 390l bl§ gld Mol blss
Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

g8 1531, Yladlo oblo Wl aw sl doyls Y59mw slo s wise Ligpl cuolis

sl yal> 938 s> Youbob U9l 4098 w815 s9> U luio; ), p2ild b goSo gl
s Y5950 s Nogus 9331 Jalo slils 9 Mesds

Artinya : “Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah
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dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang
telah  dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa
ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara
keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi
bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri,
keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang
lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat
tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU.
Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo
pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan
ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam
sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan
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dalam amar putusan ini;
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Daeng Asis bin Daeng
Taddaga) terhadap Penggugat (Ade Agustiawati binti HB Agustam As);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat
yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian
tersebut dalam sebuat daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 416.000 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Maijelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 03 April 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M.
ISHAQ. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. LALU MOH. ALWI. dan
Drs. DARSANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Maijelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LALU
MUNAWAR, S.Ag., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Drs. H. LALU MOH. ALWI Drs. DARSANI

Panitera Pengganti,

ttd.
LALU MUNAWAR, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-

- Biaya Proses . Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-
- Redaksi . Rp. 5.000,-
- Meterai . Rp. 6.000,-
JUMLAH Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu

rupiah)
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